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ABSTRAK 

 

 Rendahnya kepatuhan wajib pajak menjadi masalah penting yang 

dihadapi pemerintahan Indonesia saat ini. Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut 

dapat dilihat dari hasil program pengampunan pajak yang tidak memenuhi target, 

realisasi penerimaan pajak yang tidak memenuhi target, dan jumlah wajib pajak 

yang menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan). Ada banyak faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan pajak, seperti pengetahuan pajak, kompleksitas pajak 

dan keadilan pajak. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, 

kompleksitas aturan pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak serta 

menguji peran mediasi keadilan pajak terhadap hubungan pengetahuan dan 

kompleksitas aturan pajak ke kepatuhan wajib pajak orang pribadi di daerah 

Tangerang Raya. Peran mediasi dilihat melalui pengaruh tidak langsung hubungan 

antara pengetahuan pajak dan kompleksitas aturan pajak terhadap kepatuhan pajak. 

 Data penelitian merupakan data primer yang didapatkan dengan 

menyebarkan kuesioner kepada 100 orang wajib pajak orang pribadi di wilayah 

Tangerang. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode purposive 

sampling, dimana wajib pajak terpilih merupakan wajib pajak orang pribadi yang 

memiliki NPWP dan berprofesi sebagai pekerjan bebas dan/atau wiraswasta.  

Analisa data diolah menggunakan metode PLS-SEM (Partial Least Square – 

Structural Equaion Model) yang diuji menggunakan software SmartPLS 3.2.7. 

 Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa: (1)pengetahuan pajak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keadilan pajak; (2)komplekstias 

aturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keadilan pajak; (2) 

keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak; (4) 

pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak; 

(5) kompleksitas aturan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak; (6) 

keadilan pajak memediasi hubungan pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak; dan 

(7) keadilan pajak memediasi hubungan kompleksitas aturan pajak dan kepatuhan 

pajak secara penuh. 

 

 

Kata kunci:pengetahuanpajak, kompleksitas aturan pajak, keadilan pajak, 

kepatuhan wajib pajak 



 

viii 

    

ABSTRACT 

 

 The low level of taxpayer compliance is an important problem that 

facing Indonesian government today. The low level of compliance can be seen 

from the results of the tax amnesty program that does not meet the target, the 

realization of tax revenues that do not meet the target, and the number of 

taxpayers who submit tax returns (SPT). There are many factors that can affect 

tax compliance, such as tax knowledge, tax complexity and tax justice. 

 This study examined the effect of tax knowledge, tax rules complexity 

and tax justicetowards tax compliance and the mediation role of tax fairness in 

relationbetween tax knowledge and tax rules complexityonindividual taxpayer 

compliance in the Tangerang Raya area. The role of mediation is seen through 

indirect effects of the relationship between tax knowledge and tax rules 

complexityto tax compliance.  

 Research data used is primary data obtained by distributing 

questionnaires to 100 individual taxpayers in the Tangerang area. The sample 

selection was selectedusing a purposive sampling method with criteria that 

taxpayers are individual taxpayers who have an tax id number and work as free 

and/or self-employed workers. Data analysis was processed using the PLS-SEM 

(Partial Least Square - Structural Equaion Model) method which was tested using 

SmartPLS 3.2.7 software. 

 The hypothesis testing result show that: (1) tax knowledge has a positive 

and significant effect on tax fairness; (2) tax rules complexity have a positive and 

significant effect on tax fairness; (2) tax fairness has a positive and significant 

effect on tax compliance; (4) tax knowledge has a positive and significant effect 

on tax compliance; (5) the complexity of the rules does not affect tax compliance 

significantly; (6) tax fairness mediates the relationship between tax knowledge 

and tax compliance; and (7) tax fairnessis a full mediator to the reliationship 

between tax rules complexity and tax compliance. 

 

 

Keywords: tax knowledge, tax rules complexity, tax fairness, tax compliance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

  Suatu negara membutuhkan dana yang banyak untuk melakukan 

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya. Selain dalam bidang ekonomi, dana tersebut juga 

digunakan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum lain yang 

diberikan kepada warga masyarakatnya. Banyaknya kebutuhan-kebutuhan 

tersebut menyebabkan negara memerlukan dana yang tidak sedikit. Salah satu 

jalan untuk mendapatkan sumber dana tersebut yaitu melalui penerimaan pajak 

negara. 

Gambar 1.1  

Pendapatan Negara Tahun 2012 - 2017 

 
  (Sumber: Kementerian Keuangan, 2018) 

  Pada Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan negara lebih banyak 

didapat dari penerimaan pajak, dimana selama tahun 2012-2017, rata-rata 
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penerimaan negara dari perpajakan sebesar 79,38%.Data ini menunjukkan bahwa 

pajak merupakan sumber dana yang mendominasi penerimaan negara Indonesia, 

sehingga dapat diartikan bahwa pembiayaan negara bergantung besar terhadap 

pemungutan pajak.Oleh karena itu, pemerintah (dalam hal ini Direktorat Jenderal 

Pajak/DJP) harus mengoptimalisasi penerimaan pajak agar dapat memenuhi 

pembiayaan negara dimana sebelumnya sudah dianggarkan dalam APBN 

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). 

Namun, tugas pemerintah dalam melaksanakan pemungutan 

pajakdihadapkan pada masalah rendahnya kepatuhan wajib pajak yang 

berpengaruh terhadap penerimaan negara. Perilaku tidak patuh ini ditunjukkan 

ketika wajib pajaktidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan 

aturan yang berlaku, baik secara sengaja maupun tidak. Rendahnya tingkat 

kepatuhan wajib pajak menjadi kendala terbesar bagi pemerintah dalam 

mengoptimalkan penerimaan negara. 

Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat dilihat melalui program 

pengampunan pajak (tax amnsesty) yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

pada tahun 2016.Tujuan dilaksanakannya program ini, penerimaan negara, adalah 

deklarasi dan repatriasi aset. Deklarasi aset dimaksudkan agar wajib pajak 

melaporkan semua harta yang belum dilaporkan sebelumnya, baik di dalam 

ataupun luar negeri. Sedangkan repatriasi aset dimaksudkan agar wajib pajak 

membawa harta yang berada di luar negeri masuk kembali ke Indonesia. 
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1Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang dianggap masih perlu untuk 

ditingkatkan merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan untuk 

dilaksanakannya program pengampunan pajak ini. Hal ini menunjukkan bahwa 

salah satu alasan diadakannya program ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan 

pajak. Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat dilihat dari hasil akhir 

program pengampunan pajak yang sebagian tidak mencapai target. 

Pemerintah menargetkan nominal dari masing-masing deklarasi serta 

repatriasi aset sebesar Rp 4.000 triliun dan Rp 1.000 triliun. Di akhir program, 

deklarasi aset wajib pajak mencapai nominal Rp 4.813,4 triliun, dimana angka ini 

lebih besar dari target atau potensi penerimaan yang ditetapkan sebelumnya. 

Berbeda dengan deklarasi, target repatriasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

Dari Rp 1.000 triliun potensi repatriasi, tercatat hanya sebesar Rp 146,6 triliun 

aset yang dipindahkan ke Indonesia2. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada 

wajib pajak yang belum mematuhi aturan pajak, walaupun telah diadakan 

program pengampunan pajak yang hanya mewajibkan membayar uang tebusan 

saja tanpa membayar sanksi pajak. 

Tingkat kepatuhan pajak juga dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang 

mengikuti program tersebut.Pada Gambar 1.2, tercatat ada sekitar 973 ribu wajib 

pajak yang mengikuti pengampunan pajak dengan total harta yang dilaporkan 

sebesar Rp 4.855 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak wajib 

                                                           

1Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 
2http://setkab.go.id/realisasi-tax-amnesty-menkeu-tebusan-rp130-triliun-deklarasi-rp4-8134-
triliun-dan-repatriasi-rp146-triliun/ 
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pajak yang tidak melakukan kewajiban pajaksesuai aturan yang berlaku.Data ini 

didukung pernyataan Menteri Keuangan Indonesia bahwa, jika dibandingkan 

dengan potensi wajib pajak di Indonesia, angka ini masih tergolong kecil.  

Gambar 1.2 

Realisasi Pengampunan Pajak 

 
(Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2017) 

Tingkat rendahnya kepatuhan wajib pajak juga dapat dilihat dari 

persentase wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan. Berdasarkan siaran pers 

Direktorat Jenderal Pajak3, pada tahun 2017 terdapat sejumlah 16,6 juta wajib 

pajak yang wajib menyampaikan SPT, sedangkan total wajib pajak yang 

menyampaikan SPT hanya sejumlah 12,05 juta wajib pajak. Hal ini menunjukkan 

pada tahun 2017 tingkat kepatuhan wajib pajak tercatat sebesar 72,59%. 

Walaupun persentase ini lebih besar daripada persentase tingkat kepatuhan tahun 

2015, dimana sebelum diadakannya program pengampunan, yaitu sebesar 

60,42%4, hal ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa wajib pajak yang tidak 

memenuhi aturan pajak yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi 

negara. 

                                                           

3http://www.pajak.go.id/sites/default/files/SP-01-2017.pdf 
4http://www.pajak.go.id/sites/default/files/DJP%20AR%202015%20Fullpages%20-
%20Indonesia%20%28Lowres%29.pdf 
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Selain itu, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat dilihat 

melalui target dan realisasi APBN penerimaan pajak. Setiap tahunnya, pemerintah 

sudah menetapkan target penerimaan negara baik dari sektor perpajakan maupun 

sektor non-perpajakan dalam APBN. Dari Gambar 1.3 dapat dilihat bahwa pada 

tahun 2012-2017 target dan realisasi penerimaan perpajakan semakin meningkat, 

yang menunjukkan bahwa semakin besarnya peran pajak bagi penerimaan negara. 

Gambar1.3 

Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2012-2017 (dalam triliun rupiah) 

 
(Sumber: Laporan Tahunan Kementerian Keuangan yang diolah, 2018) 

 

Dari gambar tersebut, dapat dilihat pula bahwa pada setiap tahunnya, 

realisasi penerimaan negara belum memenuhi target yang telah ditentukan 

sebelumnya, bahkan pada tahun 2016, realisasi penerimaan negara hanya 

mencapai angka 83,5%. Realisasi penerimaan perpajakan tahun ini dapat 
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dikatakan menurun jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan perpajakan 

tahun 2012 yang mencapai 96,4%. Walaupun pada tahun 2017 realisasi 

penerimaan negara naik menjadi 91,23% dari target yang ditetapkan, secara 

keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penerimaan negara dari sektor perpajakan 

belum optimal dan rendah dibawah target penerimaan pajak. Data ini didukung 

dengan pernyataan Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati 

menyatakan bahwa tingkat penerimaan pajak yang rendah disebabkan oleh tingkat 

kepatuhan wajib pajak yang masih rendah5.   

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak mengakibatkan penerimaan 

negara yang rendah pula, sehingga sumber dana untuk membiayai kebutuhan 

negara juga menjadi semakin kecil. Sebaliknya, perilaku patuh memberikan 

dampak positif dimana penerimaan negara meningkat sehingga lebih berpeluang 

untuk meningkatkan kesejahterahan masyarakat. Oleh karena itu, kepatuhan wajib 

pajak merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena secara tidak 

langsung berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. 

Didasarkan pada penelitian terdahulu, tingkat kepatuhan wajib pajak 

dipengerahui oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pengetahuan pajak. 

Pengetahuan pajak adalah berbagai informasi terkait pajak yang digunakan untuk 

bertindak, membuat keputusan dan mengembangkan strategi tertentu untuk 

memenuhi hak dan kewajiban wajib pajak (Carolina dan Simanjuntak, 

2011).Pengetahuan pajak merupakan kunci penting bagi pelaksanaan sistem 

                                                           

5https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-nilai-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-
indonesia-masih-rendah/ 
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pemungutan pajak yang bersifat self assessment, dimana wajib pajak menghitung, 

membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang mereka (Nofiasari, Fauzianti 

dan Rifa, 2014).Wajib pajak berperilaku patuh apabila mengetahui tata cara 

menghitung, membayar dan melaporkan pajak (Damajantidan Karim, 2017).  

Pendapat diatas mendukung pernyataan Mochammad Bayu Tjahono dalam 

artikelnya (2018) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak 

ditentukan oleh pengetahuan wajib pajak atas aturan pajak yang berlaku6. 

Faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak adalah 

kompleksitas aturan perpajakan. Kompleksitas aturan pajak berkaitan dengan 

tingkat kemudahan wajib pajak dalam melaksanakan aturan perpajakannya. 

Kompleksitas aturan pajak dapat dijumpai dalam berbagai bentuk seperti 

ketidakpastian hukum pajak, perhitungan pajak yang rumit, sering dilakukan 

amandemen aturan pajak dan yang lainnya (Katz dan Ott, 2006). 

Berbagai bentuk kompleksitas tersebut berakibat negatif bagi kepatuhan 

wajib pajak. Richardson (2006), dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat 

kompleksitas aturan pajak berperan penting terhadap tindakan pengelakan pajak 

yang dilakukan oleh wajib pajak. Semakin kompleks aturan pajak, menyebabkan 

wajib pajak semakin melakukan tindakan penggelapan pajak yang mencerminkan 

perilaku tidak patuh. Berbagai pendapat ini mendukung pernyataan 

                                                           

6http://pajak.go.id/article/mendongkrak-kepatuhan-lewat-transformasi-digital 
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MenteriKeuangan Indonesia yang menyatakan bahwa salah satu penyebab 

rendahnya tingkat kepatuhan pajak adalah rumitnya aturan pajak yang berlaku7. 

Selain faktor diatas, dari beberapa penelitian, dibuktikan bahwa persepsi 

wajib pajak atas keadilan pajak juga menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi perilaku patuh wajib pajak. Persepsi yang baik atas keadilan pajak 

dapat memotivasi wajib pajak untuk bertindak patuh atas aturan pajak (Asnawi, 

2013).  

Selain dilihat secara langsung, pengaruh faktor pengetahuan pajak dan 

kompleksitas aturan pajak terhadap kepatuhan pajak juga dilihat melalui 

hubungan tidak langsung dengan faktor keadilan pajak sebagai faktor mediasi. 

Pengaruh tidak langsung ini muncul karenawalaupun wajib pajak telah memiliki 

pengetahuan pajak yang cukup tidak menutup kemungkinan wajib pajak 

melakukan tindakan tidak patuh karena adanya persepsi bahwa pajak tidak 

diselenggarakan dengan adil. Sama halnya dengan kompleksitas aturan pajak, 

pengaruh tidak lansung muncul karena wajib pajak tidak memiliki persepsi yang 

baik terhadap keadilan pajak, walaupun tingkat kompleksitas aturan pajak rendah. 

Penelitian atas pengaruh tidak langsung tersebut sebelumnya telah 

dilakukan olehAzmi, Zainuddin, Mustapha, dan Nawi (2016),Carolina dan 

Simanjuntak (2011), dan Asnawi (2013).  Azmi, Zainuddin, Mustapha, dan Nawi 

(2016), dan Carolina dan Simanjuntak (2011)menguji pengaruh mediasi keadilan 

                                                           

7https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-nilai-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-
indonesia-masih-rendah/ 
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pajak atas pengaruhpengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan 

hubungan tidak lansung kompleksitas aturan pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak diteliti oleh Asnawi (2013) danAzmi, Zainuddin, Mustapha, dan Nawi 

(2016). 

Hasil penelitian Azmi, Zainuddin, Mustapha, dan Nawi 

(2016)menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh langsung atas 

kepatuhan wajib pajak, tapi berpengaruh tidak langsung melalui faktor keadilan 

pajak. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Carolina dan Simanjuntak (2011), 

dimana pengaruh tidak langsung pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak lebih kuat daripada hubungan langsungnya, sehingga keadilan pajak 

memediasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.  

PenelitianAzmi, Zainuddin, Mustapha, dan Nawi (2016) juga 

menunjukkan hasil bahwa keadilan pajak merupakan mediator penuh pengaruh 

kompleksitas aturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini mengartikan 

bahwa walaupun memiliki pengetahuan pajak yang baik atau cukup, wajib pajak 

tetap berperilaku tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya perpajakannya 

apabila tidak memiliki persepsi yang baik atas keadilan pajak. Hasil penelitian 

tersebutmendukung penelitian Asnawi (2013), dimana hasilnya menunjukkan 

bahwa keadilan pajak berperan sebagai mediator atas pengaruh kompleksitas 

aturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Oleh karena ini, 

peneliti tertarik untuk mengetahui apakah keadilan pajak berperan sebagai 
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mediator atas hubungan pengetahuan dan kompleksitas aturan pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

Dari beberapa literatur penelitian yang dilakukan, terdapat inkonsisten 

hasil dari berbagai penelitian, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian kembali dengan keadilan pajak sebagai variabel mediasi untuk 

membuktikan pengaruh hubungan langsung dan tidak langsung pengetahuan pajak 

dan kompleksitasaturan pajak terhadap kepatuhan pajak. Peran keadilan pajak 

sebagai faktor mediasi perlu diketahui agar pemerintah dapat menfokuskan 

kepada faktor utama yang berperan penting atas kepatuhan wajib pajak. Oleh 

karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul penelitian 

“Pengaruh Pengetahuan Dan Kompleksitas Aturan Pajak Terhadap 

Kepatuhan Pajak Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Mediasi”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah: 

a) Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah 

Tingkat kepatuhan pajak yang rendah akan mengakibatkan penerimaan 

negara dari pajak rendah, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi 

proses pembangunan nasional dan ekonomi negara yang dibiayai oleh 

penerimaan negara. Tingkat kepatuhan pajak yang rendah dilihat target 

program pengampunan pajak tahun 2016 yang tidak mencapai target dan 

dari jumlah wajib pajak yang mengikuti program tersebut. Berdasarkan 

penuturan Menteri Keuangan Indonesia, target dan jumlah wajib pajak 
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yang mengikuti program pengampunan pajak, lebih kecil jika 

dibandingkan dengan potensi repatriasi aset dan wajib pajak di 

Indonesia.Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari 

jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT. 

 

b) Banyaknya faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak 

Dari berbagai literatur dan penelitian sebelumnya, banyak faktor-faktor 

yang mempengaruhi tindak kepatuhan wajib pajak. Mochammad Bayu 

Tjahyono (2018) menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak 

ditentukan oleh pengetahuan wajib pajak atas aturan pajak yang berlaku. 

Menteri keuangan  Indonesia menyatakan bahwa salah satu faktor yang 

berkaitan dengan tingkat kepatuhan adalah rumitnya peraturan pajak yang 

berlaku. Dalam penelitian inivariabel yang diuji adalah pengetahuan, 

kompleksitas aturan dan keadilan pajak.  

 

c) Kesenjangan penelitian terdahulu 

Terdapat inkonsisten hasil dari beberapa penelitian terdahulu mengenai 

pengaruh antara pengetahuan pajak dan kompleksitas aturan pajak 

terhadap kepatuhan pajak, serta peran keadilan pajak sebagai faktor 

mediasi, yaitu: 
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1) Pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak 

- Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan pajak, hasil penelitian Olaoye, Agbaje, dan Ajewole 

(2017) serta Mukhlis, Utomo, dan Soesetio (2015). 

- Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, 

hasil penelitian Tan (2000), Fauzianti (2016), Damajanti dan 

Karim (2017). Penelitian lain, Carolina dan Simanjuntak (2011) 

serta Azmi, Zainuddin, Mustapha, dan Nawi (2016) menunjukkan 

bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh langsung terhadap 

kepatuhan pajak, tetapi berpengaruh secara tidak langsung melalui 

variabel keadilan pajak. 

 

2) Kompleksitas aturan pajak terhadap kepatuhan pajak 

- Kompleksitas aturan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan 

pajak, hasil penelitian Saad (2009), Asnawi (2013), serta 

Brainyyah (2013). 

- Kompleksitas aturan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 

pajak, hasil penelitian Azmi, Zainuddin, Mustapha, dan Nawi 

(2016), namun berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan 

pajak melalui variabel keadilan pajak 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, ada beberapa batasan-batasan yang ditetapkan, yaitu: 

a) Variabel yang diuji 

Penelitian ini menguji pengaruh variabel independen pengetahuan pajak 

dan kompleksitas aturan pajak terhadap variabel dependen kepatuhan 

wajib pajak. selain itu, diuji juga variabel mediasi keadilan pajak untuk 

melihat apakah keadilan pajak mempengaruhi hubungan variabel 

independen ke dependen. Selain 4 variabel tersebut, ada variabel lain yang 

juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak namun tidak diteliti dalam 

penelitian ini, oleh karena itu peneliti memperkirakan hasil error dalam 

model penelitian tinggi. 

b) Sampel penelitian 

Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi sejumlah 

100 sampel yang didapat melalui pembagian kuesioner kepada responden. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak? 

2. Apakah kompleksitas aturan pajakberpengaruh terhadap kepatuhan pajak? 

3. Apakah pengetahuan pajakberpengaruh terhadap keadilan pajak? 

4. Apakah kompleksitas aturan pajak berpengaruh terhadap keadilan pajak? 

5. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak? 
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6. Apakah keadilan pajak memediasi hubungan pengetahuan pajak terhadap 

kepatuhan pajak? 

7. Apakah keadilan pajak memediasi hubungan kompleksitas aturan pajak 

terhadap kepatuhan pajak? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah : 

1) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan 

pajak. 

2) Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas aturan pajak terhadap 

kepatuhan pajak. 

3) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap keadilan 

pajak. 

4) Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas aturan pajak terhadap 

keadilan pajak. 

5) Untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak. 

6) Untuk mengetahui apakah keadilan pajak memediasi hubungan 

pengetahuan pajak terhadap  kepatuhan pajak. 

7) Untuk mengetahui apakah keadilan pajak memediasi hubungan 

kompleksitas aturan pajak terhadap  kepatuhan pajak. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

1) Bagi Peneliti  

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan akan 

kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi. 

2) Bagi Pemerintah 

Penelitan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah 

mengenai hal-hal apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 

Sehingga pemerintah dapat memberikan perhatian khusus atau 

menciptakan kebijakan baru yang dapat meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak. 

3) Bagi peneliti selanjutnya. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi atau referensi bagi peneliti 

selanjutnya untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib 

pajak.  
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